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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Seiring dengan perkembangan dan perubahan zaman, manusia 

semakin sulit untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari sehingga 

di antara mereka melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi 

segala kebutuhan hidupnya ya litu sela lin denga ln bekerjal sa lla lh saltunya l 

ya lng sering kita l temui dallalm kehidupaln seha lri halri a lda llalh bertralnsa lksi. 

Denga ln bertra lnsalksi kita l dalpa lt mengenall denga ln jua ll beli, sewal 

menyewa l, ga lda li mengga lda li, pinjalm meminjalm daln malsih ba lnya lk bentuk 

tralnsa lksi la linnya l. 

Seperti halnya Pegadaian, Pegadaian merupakan sebuah institusi 

keuangan yang dikenal di sekitar kita, dimana institusi tersebut 

memberikan pinjaman dengan menggunakan barang jaminan sebagai 

kredit, terutama dalam konteks hukum ga ldali. Pegadlaian adalah sebuah 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berope lrasi di sektor keuangan 

Indonesia dan berglerak pada tiga jenis bisnis yaitu pembia lyaan, emlas dan 

jalsa. Pertama, dengan hukum gadai Islam menyediakan pembiayaan 

berdasarkan nasabah memberikan jaminan untuk menjamin taksiran 

jumlah utang sebesar nilai barang yang digadaikan. Kedua, hasil nilai 
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barang yaitu pegadaian memberikan jasa penilaian atas nilai barang 

yang dijaminkan pelanggan. Pegadaian dapat mengandalkan layanan ini 

sebagai alat penilai yang akurat. Ketiga, gadai emas yaitu dimana tempat 

yang menawarkan kualitas dan keaslian dalam penjualan emas yang 

dilengkapi denglan garansi jaminan, sehingga dapat mudah dipercaya 

oleh masyarakat
1
 

Prinsip pengelolaan harta yang sesuai dengan syariat Islam dalam 

menyediakan fasilitas dan pelayanan bagi masyarakat umum merupakan 

ciri khusus dari rahn. Dalam Pegadaian Syariah barang-barang berharga 

dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman uang. Tujuan dari 

Pegadaian Syariah adalah melalui pengelolaan harta, Pegadaian Syariah 

ikut serta dalam melaksanakan program dan kebijaksanaan pemerintah 

dalam bidang bidang ekonomi dan pembangunan, pencegahan praktek 

ijon pada rahn, memiliki efek jaring pengaman sosial dengan prinsip 

bebas bunga, dan dengan syarat yang sangat mudah dapat membantu 

masyarakat yang membutuhkan pembiayaan.
2
 

Seda lngka ln definisi akad al-rahn menurut istilah Syara’ adalah suatu 

perjanjian dengan menyediakan pembiayaan yang dapat diberikan oleh 

suatu lembaga maupun perorangan dengan penyerahan barang untuk 

                                                             
1
 Adam Panji, Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi Dan 

Implementasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah,( Amzah, 2022) hlm. 289–290.  
2
 Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Prenada Media, 2017), 

hlm. 407–408. 
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dijadikan jaminan, dan barang yang dijadikan jaminan memiliki nilai 

menurut pandangan hukum agar pemilik barang tersebut bisa 

mendapatkan utang.
3
 Gadai al-rahn adalah bentuk pinjaman yang 

memerlukan penyerahan jaminan tertentu dan memenuhi syarat-syarat 

khusus, a lpa lbilal penghuta lng menga lla lmi kesulitaln da llalm melalkukaln 

pembalya lra ln. Pra lktek ga lda li seperti ini suda lh alda l seja lk za lmaln Ra lsulullalh 

SAlW, da ln Ra lsulullalh sendiri pun pernalh melalkuka lnnya l. Sesua li denga ln 

All-Ha ldits da lri Alisya lh r.a l., Na lbi Muha lmma ld SAlW bersa lbda l: 

َّوَرَهَنَههََّّأَجَل ََّّإِلَََّّيَ ههودِيي ََّّمِنََّّطَعَامًاَّاشْتَ رَىَّوَسَل مَََّّعَلَيْهََِّّاللّ هََّّصَل ىَّالن بِيََّّأَن َّ
حَدِيد ََّّمِنََّّدِرْعًا  

“Sesungguhnyal Nalbi Sha lllalllalhu ‘a llalihi wa l salllalm membeli da lri 

seora lng Yalhudi ba lhaln ma lkalnaln denga ln calral hutalng da ln mengga ldalikaln 

balju besinyal”
4
 (HR. Bukhalri daln Muslim). 

 

Dalri Ha ldits Ra lsulullalh tersebut dalpa lt diketalhui balhwa lsa lnya l 

Ra lsulullalh SAlW perna lh melalkuka ln a lkald ga lda li pa lda l wa lktu itu. Ga lda li 

disini dallalm a lrtialn untuk mengalta lsi ma lsa llalh pa ldal sa la lt permalsa lla lhaln 

keualnga ln ya lng terjaldi pa ldal malnusia l. Ga lda li mempunya li nila li sosiall ya lng 

sa lnga lt tinggi da ln dilalkuka ln secalral suka l relal a ltals da lsa lr tolong menolong.
5 

                                                             
3
 H Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah Di Indonesia Dalam Persperktif 

Fikih Ekonomi (Fajar Media Press, 2020), hlm. 180.   
4
 https://almanhaj.or.id/14353-gadai-ar-rahn.html  (Diakses Pada Tanggal 12 

Maret. 2023, Jam 22.30) 
5
 Muhammad Sholikul  Hadi,  Pegadaian   Syariah,  (Bandung: Remaja  i 

Rosdakarya,  2015), hlm.102.i  

https://almanhaj.or.id/14353-gadai-ar-rahn.html
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Pada Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat 

terdapat berbagai macam pembiayaan, salah satunya pembiayaan amanah, 

pembiayaan amanah ini dikhususkan bagi pengusaha mikro dan karyawan 

tetap yang bekerja minimal 2 tahun untuk melakukan pembiayaan 

kendaraan motor dan mobil dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

Pembiayaan pinjaman ini diberikan dalam jangka waktu tertentu yang 

pembayarannya dilakukan secara berangsur. Dalam pembiayaan produk 

amanah menggunakan akad rahn tasjily dan pelunasannya dapat di angsur 

selama beberapa bulan, diantaranya Pegadaian Syariah Sumur Bor 

Cengkareng Jakarta Barat memberikan ketentuan kepada nasabah yaitu 

selama 12, 24, 36, 48 daln 60 bulan. 

Program pembiayaan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah 

Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat sebagai murtahin kepada 

nasabahnya rahin diikat dengan berbagai macam akad yang sah sesuai 

dengan prinsip-prinsip Syariah. Akad menurut istilah Syara’ adalah 

berkumpulnya serah terima di antara dua pihak atau perkataan seseorang 

yang berpengaruh pada kedua pihak.
6
 Pembiayaan ini sangat unik sekali 

dimana pembiayaan ini diberikan hanya untuk karyawan tetap atau 

pegawai dan pengusaha mikro saja, dengan persyaratan yang mudah dan 

ketentuan terjangkau. 

                                                             
6
 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 46.  
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Untuk memperoleh produk amanah, calon nasabah harus memenuhi 

beberapa persyaratan. Pertama calon nasabah harus menjadi pekerja tetap 

di suatu instansi pemerintah atau swasta dengan masa kerja minimal 2 

tahun. Selain itu, nasabah juga diharuskan melampirkan dokumen-

dokumen penting seperti foto copy KTP (suami atau istri), foto copy kartu 

keluarga, foto copy Surat Keterangan pengangkatan sebagai Pekerja tetap, 

slip gaji dari dua bulan sebelumnya, aplikasi amanah diisi dan 

ditandatangani, uan lg muka yang disepaka lti minima ll 10% unltuk 

kendaraan sepeda moltor dan 20% untuk kendaraan mo lbil, dan terakhir, 

menandatangani kontrak amanah. 
Dallam berbisnis a lda orang yalng untung dari bisnis dan juga ada 

yang merugi. Hukum Islam memprioritaskan banyak keuntungan dan 

kerugian bagi pemilik barang (rahin) dan penerima barang (murtahin) 

sehingga tidak ada satupun nasabah yang dirugikan secara tidak adil. 

Berbeda dengan prinsip hukum Islam yang menjamin perlindungan 

semua pihak yang terlibat dalam transaksi, wanprestasi atau kelalaian 

pemilik barang (rahin) yang menyebabkan keterlambatan pembayaran 

merupakan risiko yang sering kali di alami. Oleh karenanya, penting 

sekali untuk menjaga kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi. 

Dan syariat Islam juga memberikan bentuk perlindungan meka lnisme 

ganti rulgi (ta'widh) bagi pihak yang ha lk-haknya tidak ditepati. 
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Kalta al-ta’widh beralsal dari kata ‘iwadha yang artinya ga lnti atau 

mengganti.
7
 Sedanglkan al ta’widh secalra bahasa berarti mengga lnti (rugi) 

atau membayar kerugian. A ldapun   menurut   istilah   adalalh   menutup 

keruglian yang terjadi akibat pelan lggaran atau kekliruan. Ta’widh adalah 

suatu mekanisme ganti rugi yang diterapkan dalam tran lsaksi jual beli di 

Pegadaian Syariah. Ta’widh sendiri memiliki fungsi untuk mengimbangi 

kerugian yang terjadi pada pihak yang meminjam uang dan tidak dapat 

melunasi utangnya. 
Ganti rugi (ta’widh) pada produk amanah di Pegadaian Syariah 

Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat diberlakukan terhadap nasabah 

yang melakukan keterlambatan pembayaran angsuran tidak serta merta 

langsung diadakannya penyitaan barang atau pelelangan barang. Tetapi 

nasabah akan diinformasikan terlebih dahulu mengenai pinjaman yang 

jatuh tempo melalui telpon. Jika nasabah masih tidak membayarkan 

angsurannya akan mendatangi ke rumah nasabah. Jika masih tidak 

menghiraukan juga maka pihak Pegadaian akan memberikan somasi 

sebelum jaminan dieksekusi. Selama keterlambatan tesebut nasabah akan 

terus dikenakan ganti rugi (ta’widh) sampai nasabah membayar 

angsurannya atau sampai terjadinya pelelangan. 

                                                             
7
 Basuni Imamuddin dan Nashiroh Ishaq, Kamus Konstektual Arab-Indonesia, 

(Depok: Gma Insani, 2012), hlm. 420.  
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Fatwa DSN-MUI menjelaskan bahwa kerugian yang harus 

dikeluarkan oleh pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) seharusnya 

dari kerugian riil bukan dari kerugian yang diperkirakan, misal: Nasabah 

telah melakukan keterlambatan membayar angsuran selama 10 hari dan 

pihak Pegadaian Syariah telah memberikan informasi atas keterlambatan 

tersebut melalui telfon sebanyak 3 kali dan biaya yang dikeluarkan oleh 

Pegadaian Syariah untuk menghubungi sebesar Rp. 500 pada hari 

pertama, hari kedua pihak Pegadaian Syariah biaya untuk menghubungi 

sebesar Rp. 1.000 dan pada hari ketiga menghubungi nasabah sebesar Rp. 

2.000. Jadi ganti rugi (ta’widh) yang harus dikeluarkan oleh nasabah 

secara rill yaitu Rp. 3.500. 

Dalam Fatwa DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 

mengatakan bahwa jumlalh besa lra ln ga lnti rugi (tal’widh) halrus sesua li 

denga ln nilali kerugialn rill (reall loss) ya lng pa lsti diallalmi (fixed cost). 

Kerugian riil yang dimaksud adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam 

rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan, da llalm tralnsa lksi 

tersebut daln buka ln kerugia ln ya lng diperkiralka ln a lkaln terjaldi (potentiall 

loss) ka lrenal a ldalnya l pelua lng ya lng hila lng (opportunity loss altalu a ll-furshalh 

all-Dhali’alh).
8
 

                                                             
8
 Faltwal DSN-MU No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh).  
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Dalam praktiknya ternyata biaya ganti rugi (ta'widh) di Pegadaian 

Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat sudah diketahui nilai 

kerugiannya dengan melihat pada ketentuan yang sudah ada di dalam 

surat perjanjian. Dengan demikian, biaya ganti rugi (ta'widh) yang harus 

dibayar oleh nasabah sudah dapat diketahui besaran nominalnya sejak 

awal. 

Dari latar belakang masalah di atas penulis ingin mengetahui lebih 

dalam mengenai praktek ganti rugi (ta’widh) dan aplikasinya dalam 

Pegadain Syariah Sumur  iBor Cengkareng Jakarta Barat. Dalam bentuk 

skripsi dengan judul PRAKTIK PELAKSANAAN GANTI RUGI 

(TA’WIDH) PADA PRODUK  AMANAH DI PEGADAIAN 

SYARIAH SUMUR BOR CENGKARENG JAKARTA BARAT 

PERSPEKTIF DSN-MUI NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 TENTANG 

GANTI  RUGI  (TA’WIDH). 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis memberikan 

batasan dalam penelitian hanya pada i“Praktlik Pelaksalnaan Ganlti  iRlugi 

(Ta’widh) Pada Produk Amanah  idi Pegadaian Syariah  iSumur  iBor  

iCengkareng Jakarta Barat iPerspektif DSN-MUI No. 43/DSN-

MUI/VIII/20004 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh)”. 
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C. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana Praktik Ganti Rugi (Ta’widh) Pada Produk Amanah 

Melalui Akad rahn di Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng 

Jakarta Barat? 

2. Bagaimana Tinj lauan Fatwa DSN MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 

Tentang I Ganti Rugi (Ta’widh) Mellalui Alkad rahn Pada Produk 

Amanah di Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat? 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada rumusan masalah, maka tujuan utama 

penelitian yaitu: 

1. Untuk mengetalhui praktik Ganlti Rugli (Ta’widh) palda prolduk Amlanah 

mellalui alkad Rahln di Pegada lian Syalriah Sumur Bor Cengkareng 

Jakarta Barat. 

2. Untuk mengetahui Tinj lauan Fatwa DSN iMUI NO.  i43/DSN-

MUI/VIII/2004 Tentang Gan lti Rulgi (Tal’widh) mellalui alkad Ralhn 

padla prolduk Amlanah dli Pegadalian Syalriah Sumur Bor Cengkareng 

Jakarta Barat. 

E. Malnfaat i/ iSignif likansi Penelitian 

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan dari tujuan penelitian, 

maka manfaat yang dapat diambil sebagai berikut: 
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1. Secara   iTeoritis 

Dari hasil penelitian ini memiliki manfaat besar dalam 

meningkatkan pemahaman dalam hal disiplin ilmu yang dapat 

dipelajari dan bagaimana mengaplikasikannya di perusahaan, terutama 

di sektor lembaga keuangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat 

menjadi sumber wawasan baru untuk memperbanyak informasi terkait 

topik yang dipelajari. 

2. Secara   iPraktis 

Diha lralpka ln malnfa lalt dalri penelitialn ini da lpalt memberikaln ilmu 

pengeta lhualn serta l informalsi daln penjelalsa ln mengenali kemuamalahan 

idan menjadikan Fatwa iDSN-MUI sebagai bahan acuan   ibagli  iLembalga  

iKeuangaln  iSyalriah  i(LKS) ibaik  ibank  imaupun  inon  ibank.  Idan hasil 

penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pemahaman agar dapat 

meningkatan kemajun pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) 

khususnya Pegadaian Syariah. 

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

  Da llalm melalkukaln penelitialn Tuga ls Alkhir ini penulis buka lnlalh 

ya lng pertalma l kalli membalha ls tentalng ga lnti rugi (Tal’widh) alda l beberalpal 

penelitialn denga ln temal ya lng sa lma l ya litu dia lntalra lnya l: 
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NO 

Nama/Judul 

Skripsi/Jurnal/ PTN/ 

Tahun 

Hasil penelitian 

Persamaan dan Perbedaan 

dengan penulis dan 

Metodelogi 

1. Noer Laely Puspita 

Dewi, 141300746 

Implementasi Ta’widh 

Dalam Produk Gold 

Card (Studi Di Bank 

Cimb Niaga Syariah 

Gading 

Serpong)”Universitals 

Islam Negeri Sultan 

Maulana Hasanuddin 

Banten / 2018 

Hasil penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 

Relevansi ta’widh 

dalam produk Gold 

Card di Bank Cimb 

Niaga Syariah dalam 

ketentuan ini tidak 

melarang ta’widh 

ditentukan 

diawal/akad karena 

dana ta’widh tersebut 

dapat dikatakan dalam 

fixed cost yaitu nilai 

kerugian riil yang 

pasti dialami. Oleh 

karena itu dana 

ta’widh dalam produk 

Persamaan: sama-sama 

membahas tentang ganti 

rugi (ta’widh). 

Perbedaan: penulis 

membahas tentang 

Praktlek Pelaksalnaan 

Ganlti  iRlugi (Ta’widh) 

pada produk amanah idi 

Pegadaian Syariah  iSumur  

iBor iCengkareng Jakarta 

Barat iPerspektif DSN  

iMUI  iNo. 43/DSN-

MUI/VIII/20004 Tentang 

Ganti Rugi (Ta’widh)”. 

Sedangkan pada 

penelitian ini peneliti 

membahas tentang fatwa 
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Gold Card di Bank 

Cimb Niaga Syariah 

mengacu dalam fatwa 

DSN MUI No 

54/DSN-MUI/X/2006 

tentang syariah card. 

DSN MUI No 54/DSN-

MUI/X/2006 tentang 

syariah card. Metodelogi 

yang di gunakan dalam 

skripsi ini adalah 

pendekatan kualitatif, 

sedangkan penulis 

menggunakan metodelogi   

kualitatif dengan jenis 

penelitian hukum 

normative 

2. Ima lm Alzizuddin da ln 

Sa leful Ba lhri/ 

Implementalsi Ta l’widh  

Paldal Pembialyalaln 

KPR (Studi Kalsus  di 

BTN Sya lrialh Ca lbalng 

Jomba lng”/ UIN Malik 

Ibrahim Malang/ 2021. 

Kesimpulan dari 

jurnal ini adalah 

bahwa pa ldal BTN 

Sya lria lh Ca lba lng 

Jombalng meneralpka ln 

sa lnksi ga lnti rugi 

(Tal’widh) kepalda l 

na lsa lbalh ya lngl tida lk 

bisa l memenuhi 

Persamaan: sama-sama 

membahas tentang ganti 

rugi (ta’widh). 

Perbedaan : penulis 

membahas tentang 

Praktlek Pelaksalnaan 

Ganlti  iRlugi (Ta’widh) 

pada produk amanah di 

Pegadaian Syariah  iSumur  
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kewa ljibalnnnya l 

membalya lr a lngsura ln. 

Dika lrenalka ln denga ln 

kelallalia lnnya, malka l 

setelalh talnggunga ln 

tersebut melewalti 

ba ltals ya lng suda lh 

ditentukaln di a lwa ll, 

debitur tersebutl 

dikenalka ln sa lnksi ga lnti 

rugi (Tal’widh). 

iBor iCengkareng Jakarta 

Barat iPerspektif DSN  

iMUI  iNo. 43/DSN-

MUI/VIII/20004 Tentang 

Ganti Rugi (Ta’widh). 

Sedangkan peneliti 

membahas ganti rugi 

(ta’widh) pada 

pembiayaan KPR di BTN 

Syariah. Metodelogi yang 

di gunakan dalam skripsi 

ini adalah field research 

dengen sifat penelitian 

deskriptif kualitatif. 

sedangkan penulis 

menggunakan metodelogi   

kualitatif dengan jenis 

penelitian hukum 

normatif. 
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3 Okta lrial Alrdika l Putri, 

Alhma ld Sya lkur, Dia ln 

Riza l Alnnisa/ 

“Pemberlalkualn 

Tal’widh Pa ldal 

Pembialyalaln 

Berma lsallalh Ditinjalu 

Dalri Fa ltwal DSN-MUI 

NO. 17/DSN-

MUU/IX/2000 Da ln 

Faltwal DSN-MUI 

NO.43/DSN-

MUI/VIII/2004 Di 

KSPPS Binal Mitra l 

Walhalnal A lr-Ra lhmalh 

Jaltim”/ IAIN KEDIRI/ 

2022. 

Kesimpulan dari 

jurnal ini adalah 

bahwa pemberlakuan 

ta’widh pada 

pembiayaan 

bermasalah di KSPPS 

BMW Ar-Rahmah 

Jatim telah 

memberlakukan 

ta’widh sesuai 

ketentuan Fatwa No. 

17/DSN 

MUI/IX/2000. 

Dimana nilai kerugian 

riil dapat ditetapkan di 

awal saat akad seperti 

fatwa Nomor 

17/DSN-

MUI/IX/2000, 

sedangkan fatwa No 

Persamaan : sama-sama 

membahas tentang ganti 

rugi ( ta’widh). 

Perbedaan : penulis 

membahas tentang 

Praktlek Pelaksalnaan 

Ganlti  iRlugi (Ta’widh) 

pada produk amanah  idi 

Pegadaian Syariah  iSumur  

iBor iCengkareng Jakarta 

Barat iPerspektif DSN  

iMUI  iNo. 43/DSN-

MUI/VIII/20004 Tentang 

Ganti Rugi (Ta’widh)”. 

Sedangkan peneliti 

membahas tentang ganti 

rugi di KSPPS. 

Metodelogi yang di 

gunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan 
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43/DSN-

MUI/VIII/2004 ini 

mencantumkan 

besarnya ganti rugi 

tidak boleh 

dicantumkan dalam 

akad. 

deskriktif kualitatif. 

sedangkan penulis 

menggunakan metodelogi   

kualitatif dengan jenis 

penelitian hukum 

normatif. 

 

G. Kera lngka Pemikiran 

Secalra l umum ralhn a lda llalh sua ltu benda l ya lng bernilali untuk 

dijaldikaln ja lminaln sebalga li bentuk pengua lt huta lng da ln juga l da lpa lt 

dijaldikaln sua ltu pembalya lra ln ya lng bersifa lt menyeluruh a ltalu seba lgia ln 

hutalngnya l.
9
 Mengenai hal ini tentu ada premis atau dasar hukum yang 

mengatur, sudah disebutkan di dalam Al-Qur’an, alasan yang sah untuk 

gadai-menggadai sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT yang 

berbunyi: 

وْاَّكَاتبًَِّ  اَّفَرهِٰنٌَّم قْب هوْضَةٌَّۗفاَِنَّْامَِنََّبَ عْضهكهمَّْبَ عْضًافَ لْي هؤَديَِّوَاِنَّْكهن ْتهمَّْعَلٰىَّسَفَر َّو لَََّتََِده
نََّامََانَ تَههَّ َّوَمَنَّْي كْتهمْهَافاَِن هَّٓاٰثَِِّقَ لْبههه٬َََّّّۗال ذِىَّاؤْتُهِ هَادَةَۗ  وَليَْ ت قَِّاللّيََّٰربَ ههََّّۗوَلَََّتَكْتهمهواَّالش 

  ۲۸۳ وَاللّيٰهَّبِاََّتَ عْمَلهوْنََّعَلِيْمَّ
                                                             

9
 Qomarul Huda, Fiqh  Muamalah, (Yogyakarta: Sukses Offiset, 2011),               

hlm. 92. 
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“Jikal kalmu dallalm perja llalnaln, seda lngka ln kalmu tida lk 

menda lpaltkaln seora lng penulis, henda lklalh a ldal balralng ja lminaln ya lng 

dipegalng. A lkaln tetalpi, jikal seba lgialn ka lmu memerca lyali seba lgialn yalng 

lalin, hendalklalh yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) 

dan hendaklah dia bertakwal kepada Alllah, Tuhannya. Janganlah kamu 

menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, 

sesungguhnya ha ltinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu 

kerjakaln. (QS. Al- Baqarah:283).
10 

 

Dalam ayat tersebut secara tidak langsung menyebutkan barang 

jaminan yang diperoleh oleh orang yang memberi hutangnya. Akan tetapi 

dalam dunia finansial, barang jaminan bisa disebut dengan jaminan 

(collateral) atau jaminan hutang.
11 Kesimpulan dari ayat tersebut ialah 

setiap transaksi yang mengandung   perjanjian seharusnya dilakukan 

dengan cara tertulis, apabila tidak memungkinkan untuk ditulis maka 

hadirkanlah saksi, dan apabila tidak ada saki maka berikanlah suatu 

barang jaminan untuk dijaminkan. Allah SWT mengetahui segala sesuatu, 

maka setiap kesaksian harus dijaga dan diamanahkan untuk dimintai 

pertanggung jawaban. Dapat kita pahami bahwa rahn adalah menahan 

barang jaminan yang bersifat materi atau berharga bagi si pemilik atau 

peminjam (rahin) sebagai barang jaminan atau pinjaman yang 

diterimanya, dan barang yang diterima tersebut memiliki nilai yang 

berharga sehingga pihak yang menahan (murtahin) dapat memperoleh 

                                                             
10

 Departemen Agama RI. Al Hikmah Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung, 

2012), hlm. 49. 
11

 Muhamlmad Sylafi’i Antonio, Bank Sylariah Darii Teori Ke Praktik, (Jakar lta:i 

Gema Insanii Press,i 2011), hlm. i 129. 
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jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebalgian hutangnya dari 

barang yang digadaikannya yang bermaksud apabila pihak yang 

menggadaikan tidak dapat membayar hutang pada waktu yang sudah 

disepakati antara kedua belah pihak.  

Dalam hadits disebutkan yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari, 

Nasai, dan Ibnu Majah dari Anas r.a ia berkata:  

َّاِللهَّ خَذََّمِنْههَّشَعِي ْرًَّآدِرْعًاَّعِنْدََّيَ ههوْدِىيَّبلِْمَدِيْ نَةَِّوَّصلى الله عليه وسلمَّرَهَنََّرَسهوْله
 الِآهْلِه

“Ralsulullalh Salw, menta lngguhkaln ba lju besi kepaldal seoralng Ya lhudi 

di Ma ldinalh ketikal belialu mengutalngka ln galndum dalri seora lng Ya lhudi.”
12

 

 

Dari hadits tersebut dapat kita pahami bahwa agama Islam tidak 

membeda-bedakan antara orang Muslim dan non Muslim dalam bidang 

muamalah atau bertransaksi, maka seorang muslim tetap wajib membayar 

hutangnya sekalipun kepada orang non Muslim karena pada dasarnya 

manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain di sekitarnya. 

Para ulama bersepakat tentang kebolehannya hukum gadai (rahn). 

Berdasarkan hadits yang telah dijelaskan sebelumnya bahwasanya Nabi 

Muhammad SAW menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan 

makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil petunjuk dari 

contoh Nabi Muhammad SAW tersebut. Ketika beliau yang biasanya 

                                                             
12  Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, ..., hlm. 107. 
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bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kemudian bertransaksi 

kepada orang Yahudi. Maka hal ini merupakan sikap Nabi Muhalmmad 

SAW yang tidak mau membebani para sahabat yang biasanya tidak mau 

mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad 

SAW kepada merekal.
13

 

H. Metode Penelitialn 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitia ln 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan 

menganalisis data berupa kata-kata (lisan maupun tulisan) dan 

perbuatan-perbuatan manusia yang terjadi sebagaimana adanya.
14

 

IAdapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

menggunakan metode normatif empiris. Yang dimaksud sebagai 

penelitian hukum normatif empiris (applied law research) merupakan 

penelitian yang menggunakan studi kasus hukum normatif empiris 

berupa produk perilaku hukum. Dengan pendekatan penelitian 

lapangan (field research) yaitu sejenis pemeriksaan yang dipimpin 

dengan berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan penelitian. untuk 

                                                             
13

 Zainuddin  Ali,  Hukum Gadai  Syariah, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008),            

hlm. 8. 
14

 Afrizal l, Metode Penel litian Kual litatif, (Jakarta: Rajawalli Pers, 2015),           

hllm. 13.  
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memperoleh informasi yang sah dan berlaku. Penelitian ini diarahkan 

pada Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarata Barat. 

2. Sumber Da ltal 

Sumber data adalah subjek dari mana data tersebut dapat 

diperoleh. Adapun sumber data yang peneliti gunakan dalam penelitian 

ini terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Data Primer. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan 

para narasumber pihak Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng 

Jakarta Barat. Selain itu data primer juga juga didapat dari 

dokumen-dokumen yang diterbitkan Pegadaian Syariah Sumur Bor 

Cengkareng Jakarta Barat yang berkaitan dengan permasalahan. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang menunjang dalam melengkapi dalri 

da ltal primer daln diperoleh bukaln da lri dalta l primer. Dalta l sekunder ini 

da lpalt berupal informalsi dalri buku-buku, jurnal- jurnal, dan brosur 

pegadaian Syariah ya lng berka litaln denga ln fokus penelitialn. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpuan data adalah hal yang paling utama dalam 

melakukan penelitian untuk mendapatkan sebuah data, karena tanpa 

mengetahui dan memahami teknik pengumpulan data yang baik, maka 

peneliti tidak dapat memperoleh data yang dapat melengkapi suatu 
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penelitian. Ada beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Observasi 

Yaitu usaha-usaha dalam mengumpukan data dengan 

menganalisis dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-

fenomena yang di selidiki.
15

 Dalam hal ini peneliti menganalisis di 

Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat tentang 

praktek pelaksanaan ganti rugi (ta’widh). 

b. Wawancaral (interview) 

Wawancara adalah proses secara interaksi komunikasi yang 

dilakukan oleh dua orang atau lebih, atas dasar ketersediaan, dan 

dalam kajian ilmiah, dimana pembicaraan berfokus kepada tujuan 

yang telah ditetapkan dengan mengedepankan kerjasama sebagai 

faktor utama dalam proses memahami.
16

 Peneliti akan melakukan 

wawancara dengan pihak nasabah dan karyawan untuk 

mendapatkan informasi secara jelas dari narasumber. 

 

 

                                                             
15

 Lexy J.  Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2000), hlm. 335.  
16

 Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi dan Focus Group: Sebagai 

Instrumen Penggalian (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 31. 
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c. Dokumentalsi (documentaltion) 

Teknik pengumpulaln da ltal denga ln metode dokumentalsi a lda llalh 

calra l untuk mendalpa ltkaln da lta l da ln informa lsi berupal ca ltalta ln tertulis 

a ltalu ga lmba lra ln ya lng tersimpaln berka litaln denga ln ma lsa llalh ya lng ingin 

diteliti.
17

 Da llalm penelitialn ini mengguna lka ln dokumen, formulilr 

produk alma lnalh dokumen-dokumen lalin dalri Pega lda lialn Sya lria lh 

Sumur Bor. Serta l buku-buku la lin ya lng berhubunga ln denga ln hukum 

Isla lm. 

4. Alna llisis Da lta l 

Alna llisis da lta l a ldalla lh kegia ltaln menga lna llisis da ln menyimpulkaln 

da ltal a lpalbilal semual da ltal penelitialn telalh terkumpul. Dallalm menulis 

da ltal, penulis mengguna lka ln metode deskriptif alnallisis. Deskriptif 

alnallisis alda llalh metode ya lng dia lwa lli denga ln membualt ga lmba lra ln alta lu 

konsep seca lral a lkura lt ya lng mengga lmba lrkaln ja lwa lbaln terhalda lp a lpa l ya lng 

tercalntum dallalm rumusaln malsa llalh untuk dialna llisis sesuali dengaln 

ba lhaln hukum ya lng diperoleh di la lpalnga ln. Kemudialn dia lnallisis untuk 

menilali da ln membuktikaln ba lhwa l kebenalra ln da ltal tersebut dalpat 

diterimal a ltalu ditolalk.
18

 

                                                             
17

 Rully Indrawan dan Poppy Yuniawati, Metodo logi Penel litian, (Bandung: PT. 

Rafika Ditama, 2014), hlm. 139. 
18

 Sugiyono, Metode Penel litian Pendekatan Kual litatif, dan R&D, (Jakarta: Al 

lfabeta, 2012), hl m. 308. 
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I. Sistema ltikal Pembahasan 

Sistemaltikal penulisaln adalah talta l urutaln ba lb, sub balb da lri sebualh 

penulisaln skripsi, ya lng ma lsing-ma lsing ba lb dan sub bab berisi ura lialn 

seba lga li berikut: 

BAlB I : PENDAlHULUAlN 

Da llalm Ba lb Pendalhulua ln berisi La lta lr Bela lka lng Ma lsa llalh, 

Fokus Penelitialn, Rumusaln Ma lsa lla lh, Tujualn Penelitialn, 

Ma lnfa lalt Penelitialn, Penelitialn Terdalhulu Yalng Releva ln, 

Kera lngka l Pemikiraln, Metode Penelitia ln, da ln Sistemaltika l 

Pembalha lsa ln. 

BAlB II  : LANDASAN TEORI 

Da llalm Ba lb La lnda lsa ln Teori ini Berisi tentalng Pengertia ln 

Ralhn, Da lsa lr Hukum Ralhn, Rukun da ln Sya lra lt Ralhn, Ma lcalm-

malca lm   Ralhn, Pengertia ln Ga lnti Rugi (Tal’widh), La lnda lsa ln 

Hukum Ga lnti Rugi (Tal’widh), Sya lra lt-sya lra lt Ga lnti Rugi 

(Tal’widh), Fa ltwa l DSN-MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 

Tentalng Ga lnti Rugi (Tal’widh). 

BAlB III : KONDISI OBYEKTIF  

Da llalm Ba lb Kondisi obyektif berisi tenta lng Profil Pega lda lialn 

Sya lria lh Sumur Bor Cengka lreng Ja lkalrta l Ba lralt, Produk-produk 
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Pegadaian Syariah Sumur Bor, dan Struktur Organisasi 

Pega lda lia ln Sya lria lh Sumur Bor Cengka lreng Ja lka lrtal Ba lra lt 

BAlB IV : AlNAlLISIS DAN PEMBAHASAN YANG MEMBAHAS 

TENTANG GA lNTI RUGI (TA l’WIDH) PADA PRODUK 

AMANAH DI PEGAlDAlIAlN SYAlRIAlH SUMUR BOR 

CENGKAlRENG JAlKAlRTAl BAlRAlT 

 Analisis Praktik Ganti Rugi (Ta’widh) Pada Produk 

Amanah Melalui Akad Rahn di Pegadaian Syariah Sumur Bor 

Cengkareng Jakarta Barat, Analisis Tinjlauan Fatwa DSN 

MUI No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang I Ganti   Rugi 

(Ta’widh) Mellalui Alkad Rahn Pada Produk Amanah di 

Pegadaian Syariah Sumur Bor Cengkareng Jakarta Barat. 

BAlB V    : Penutup 

Da llalm Ba lb Penutup Berisi tentalng Kesimpulaln da ln Sa lra ln. 

 


